
LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

TAHUN   2008   NOMOR  4  SERI E  

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR   10  TAHUN  2008

TENTANG

 BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan 
pemungutan pajak daerah dalam rangka optimalisasi 
penerimaan daerah dari sektor  pajak,  perlu diberikan 
biaya  pemungutan  pajak   daerah  kepada  aparat 
pelaksana  pemungutan  dan  aparat  penunjang 
pemungutan pajak daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat 
(1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2001 
tentang  Pajak  Daerah  yang  ditindaklanjuti  oleh 
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  35  Tahun 
2002  tentang  Pedoman  Alokasi  Biaya  Pemungutan 
Pajak  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 
tentang  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  35 
Tahun  2002  tentang  Pedoman  Alokasi  Biaya 
Pemungutan  Pajak  Daerah  perlu  diatur  mengenai 
biaya pemungutan pajak daerah; 
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c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk 
Peraturan  Daerah  tentang  Biaya  Pemungutan  Pajak 
Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  1950  tentang 
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota  Besar  dalam 
Lingkungan  Propinsi  Jawa  Timur,  Jawa  Tengah, 
Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  1954  Nomor  40,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang 
Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor  3685)  sebagaimana  telah  diubah  dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4048);

3. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari 
Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  75, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 3851);

4. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang 
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang 
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  5, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4355);
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6. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang 
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor  53,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang 
Pemeriksaan,  Pengelolaan,  dan  Tanggung  Jawab 
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  66,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana  telah  diubah  kedua  kali  dengan 
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor  59,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang 
Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat 
dan  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4438);

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2001 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2001  Nomor  118,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4578);
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12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005 
tentang  Pedoman  Pembinaan  dan  Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4593);

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007 
tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara 
Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  dan 
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4737);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007 
tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia   Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4741);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 
2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan 
Pajak  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan 
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  6  Tahun 
2004  tentang  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri 
Nomor  35  Tahun  2002  tentang  Pedoman  Alokasi 
Biaya Pemungutan Pajak Daerah;

16. Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 
2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan 
Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59   Tahun 
2007  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri 
Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 
tentang   Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 4 
Seri D);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  BIAYA 
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah  ini yang dimaksud dengan: 

1.  Daerah adalah Kota Bogor.

2.  Pemerintah  Daerah  adalah  Walikota  dan  perangkat  sebagai  unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.

3.  Walikota adalah Walikota Bogor.

4.  Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang 
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan 
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  digunakan  untuk  membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

5.  Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan 
penyetorannya.

6.  Biaya  pemungutan  adalah  biaya  yang  diberikan  kepada  aparat 
pelaksana  pemungutan  dan  aparat  penunjang  dalam rangka  kegiatan 
pemungutan pajak daerah. 

7.  Aparat pelaksana pemungutan pajak daerah, yang selanjutnya disebut 
aparat pelaksana, adalah aparat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang  bertugas  langsung  melaksanakan  kegiatan  pemungutan  pajak 
daerah kepada wajib pajak.
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8.  Aparat penunjang pemungutan pajak daerah, yang selanjutnya disebut 
aparat penunjang, adalah aparat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang  tidak  langsung  melaksanakan  pemungutan  pajak  daerah  tetapi 
mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan 
pemungutan  dan  obyek  pajak  yang  dipungut,  khusus  untuk  pajak 
penerangan jalan aparat penunjang adalah tim pembina pusat.

9.  Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 
peraturan  perundang-undangan  perpajakan  daerah  diwajibkan  untuk 
melakukan  pembayaran  yang  terutang,  termasuk  pemungut  atau 
pemotong pajak tertentu.

10.  Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bogor yang mengatur 
tentang Pajak Daerah.

BAB II

PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 2

(1) Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak diberikan biaya pemungutan 

(2) Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  Pajak  yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

(1) Biaya  pemungutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  diberikan 
kepada aparat pelaksana dan aparat penunjang;

(2) Aparat  pelaksana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  antara  lain 
adalah yang mempunyai tugas 

a. pelaksanaaan pendaftaran,  penghimpunan dan pentabulasian wajib 
pajak ;

b. pelaksanaan penghitungan dan penetapan besarnya pajak ;

c. pelaksanaan penagihan ;

d. pelaksanaan pengadministrasian dan pelaporan;

e. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak;
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(3) Aparat  penunjang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  antara  lain 
adalah yang mempunyai tugas: 

a. pemberian saran dalam rangka peningkatan optimalisasi pajak.

b. pemberian  saran  teknis  administrasi  dan  operasional  pemungutan 
pajak

c. pemberian saran teknis dan atau fasilitasi pengaturan dan kebijakan 

BAB III

BESARAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 4

(1) Besarnya biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak 
bulanan.

(2) Alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
oleh Walikota dengan memperhatikan prinsip –prinsip berbasis kinerja, 
proporsionalitas dan akuntabel.

BAB IV

ATURAN PERALIHAN

Pasal  5

Pada  saat  Peraturan  Daerah  ini  berlaku,  semua  produk  hukum  daerah 
mengenai  biaya  pemungutan pajak  masih  tetap berlaku sepanjang  belum 
diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.
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Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  dapat  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan 
Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di  Bogor
pada tanggal  9 Juli 2008

WALIKOTA  BOGOR,
  ttd

DIANI  BUDIARTO
Diundangkan di Bogor
pada tanggal  9 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
t.t.d

               DODY ROSADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR 
TAHUN  2008   NOMOR  4  SERI  E
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